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PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  

NOMOR 27 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENGGEMBOKAN DAN PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat khususnya untuk mewujudkan ketertiban, 

keamanan dan kelancaran lalu lintas jalan di Kota Semarang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a maka perlu mengatur tata cara penggembokan 

dan pemindahan kendararaan bermotor yang mengganggu 
keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu 

lintas; 

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka 

perlu menatapkan Peraturan Walikota Semarang tentang 

Penggembokan dan Pemindahan Kendaraan Bermotor; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa 

Jogjakarta; 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4444); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 
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5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5025); 

6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten 

Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan 

Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 89); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4655); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta 

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5229); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber 

Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5317); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata 

Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan 

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5346); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5594); 

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang  

Nomor 114); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang (Berita Daerah 

Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 75) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

Semarang  
Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Perhubungan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang 

Tahun 2019 Nomor 36); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGEMBOKAN DAN 

PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Semarang. 

2. Walikota adalah Walikota Semarang. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas 

Perhubungan Kota Semarang. 

5. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri 

atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, 

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, 

pengguna jalan, serta pengelolaannya. 

6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas 

jalan. 

7. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul 

dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk 

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 

8. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi 

gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan 

dan fasilitas pendukung.  

9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas 

kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.  

10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh 

peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan  

di atas rel.  

11. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau 

tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau 

Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.  

12. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di 

jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.  
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13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian 

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di 

atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta 

di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan 

kabel.  

14. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk 

beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 

15. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara 

dan tidak ditinggalkan pengemudinya.  

16. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa 

lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi 

sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna 

Jalan.  

17. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan 

terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan 

perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. 

18. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan 

terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas 

yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau 

lingkungan. 

19. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan 

berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan 

kewajiban setiap Pengguna Jalan. 

20. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan 

berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan 

kemacetan di jalan. 

21. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan adalah 

sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui 

penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data 

yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 

 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan ditetapkan penggembokan dan pemindahan kendaraan 

bermotor ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya 

dalam mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas jalan. 
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Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: 

a. penggembokan  roda kendaraan bermotor; dan 

b. pemindahan kendaraan bermotor. 

 

BAB IV 

PENGGEMBOKAN  RODA KENDARAAN BERMOTOR  

Bagian Kesatu 

Penggembokan 

Pasal 4 

(1) Penggembokan roda kendaraan bermotor dilakukan apabila: 

a. parkir pada tempat larangan berhenti dan/atau parkir; dan/atau 

b. parkir pada ruang milik jalan yang dilarang parkir berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Larangan berhenti dan/atau parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dinyatakan dengan rambu larangan. 

(3) Ruang milik jalan yang dilarang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, meliputi: 

a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan 

sepeda yang telah ditentukan; 

b. jalur khusus Pejalan Kaki; 

c. jalur khusus sepeda; 

d. tikungan; 

e. jembatan; 

f. terowongan; 

g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang; 

h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan; 

i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan; 

j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi 

Isyarat Lalu Lintas; 

k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air 

untuk pemadam kebakaran;  

l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi; 

m. halte; dan 

n. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.  

 

Pasal 5 

Penggembokan roda kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 4 dilakukan oleh Dinas. 
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Bagian Kedua 

Pembukaan Gembok 

Pasal 6 

(1) Pembukaan gembok roda kendaraan bermotor dilakukan setelah 

pemilik/pengemudi menunjukkan surat bukti pelanggaran lalu lintas 

dari Kepolisian. 

(2) Pembukaan gembok roda kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas. 

 

BAB IV 

PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR 

Pasal 7 

(1) Pemindahan kendaraan bermotor dilakukan dalam hal kedaraan 

bermotor berhenti dan/atau parkir pada tempat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 yang berpotensi mengganggu keamanan, 

keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 

(2) Potensi mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan 

kelancaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan pertimbangan Dinas. 

 

Pasal 8 

(1) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut ini: 

a. pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil 

derek dan/atau kendaraan bermotor untuk memindahkan 

kendaraan bermotor   yang sesuai dengan peruntukannya; 

b. tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang representatif; 

dan 

c. adanya jaminan keamanan. 

(2) Mobil Derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah: 

a. mobil derek dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik 

bersifat mekanik maupun manual; dan 

b. dilengkapi alat pengaman berupa lampu isyarat (rotator). 

(3) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

meliputi: 

a. pemindahan dilakukan oleh petugas Dinas dengan tanda atau 

seragam yang lengkap; 

b. sistem informasi pemindahan kepada pemilik; 

c. berita acara pemindahan penyimpanan; 
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d. pemindahan diusahakan dengan memperkecil resiko dan atau 

kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan 

kendaraan bermotor; dan 

e. mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat dari pada kendaraan 

yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun daya 

mesinnya. 

 

Pasal 9 

Terhadap pemilik/pengemudi kendaraan bermotor yang dilakukan 

pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenai 

retribusi penggunaan mobil derek berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 23 April 2020 

WALIKOTA SEMARANG, 

 

 ttd 

   HENDRAR PRIHADI 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 23 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, 

 

 

 ttd 

ISWAR AMINUDDIN 

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 27 


